PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL

(MARINE INSPECTOR)
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 110 Tahun 2016,
tanggal 8 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (b) Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, pemeriksaan dan pengujian kapal ser-
ta penilikan sertifikat kapal dilakukan oleh pejabat
pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki
kompetensi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana .

dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan
pedoman pendidikan, pengangkatan dan pen-
gukuhan pejabat pemerintah sebagai pejabat
pemeriksa keselamatan kapal, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal;

| Mengingat :

1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 ten-
tang Perkapalan {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lem-
baran Negara Republik iIndonesia Nomor 4227);
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 ten-
tang Pengesahan International Convention For
The Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74);
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 ten-
tang Pengesahan International Convention for
The Prevention of Pollution from Ships 1973, be-
serta Protokol;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 ten-
tang Pengesahan Annex lll, Annex IV, Annex V,
and Annex VI of The International Convention for
The Prevention of Pollution from Ships 1973 As
Modified By The Protocol of 1978 Relating There

10.

11.

to (Lampiran lll, Lampiran IV, Lampiran V, dan
Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun
1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Ka-
pal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun
1978 yang terkait dari padanya);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaima-
na telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Per-
aturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Ta-
hun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kan-
tor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah di-
ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No-
mor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135
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12.

(&)

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyah-
bandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844 ) seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas PM 189 Tahun 2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubun-
gan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan :
. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
. PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pe-

jabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil
negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang
mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang kes-
elamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.
Asisten Marine Inspector adalah pejabat pemer-
iksa keselamatan kapal yang telah mengikuti dan
lulus pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal yang telah diangkat oleh Menteri namun
belum dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.

Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa kes-
elamatan kapal dengan kualifikasi Asisten Marine
Inspector yang telah dikukuhkan oleh Direktur
Jenderal.

Senior Marine Inspector adalah Pejabat Pemerik-

sa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi Marine
Inspector yang aktif dan telah ditetapkan dengan
persyaratan tertentu.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan !

10.

11.

12.

13.

14.
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jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga an- |
gin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya du-
kung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang ti-
dak berpindah-pindah.

Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang
mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera '
kebangsaan.

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi, ban-
gunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, |
tata susunan serta perlengkapan termasuk per-
lengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang ‘dibuktikan dengan sertifikat setelah
dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang me- :
menuhi persyaratan keselamatan kapal, pencega- :
han pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,
garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal
dan kesehatan penumpang, status hukum kapal,
manajemen keselamatan dan pencegahan pence-
maran dari kapal, dan manajemen keamanan ka-
pal untuk berlayar di perairan tertentu.
Pengukuhan adalah proses penetapan Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal kualifikasi Asisten
Marine Inspebtor menjadi Marine Inspector.
Revalidasi adalah proses pengujian kembali kom-
petensi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
dengan kualifikasi Marine Inspector.

Unit Pelaksana Teknis adalah Kantor Kesyahban-
daran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Oto-
ritas Pelabuhan, Kantor Pelabuhan Batam, Kan-
tor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di
lingkungan Direktorat Jenderal termasuk Kantor |
Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar Repub-
lik Indonesia.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal

‘Perhubungan Laut.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Per-
hubungan Laut.
Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2




Peraturan Menteri ini sebagai pedoman un-
tuk melaksanakan peran dan tugas, tanggung jawab,

kewajiban, persyaratan, pendidikan, pengangkatan,

pengukuhan dan penetapan Pejabat Pemerintah untuk |

. menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan
. perlengkapan yang harus dimiliki oleh Pejabat Pemer-
. iksa Keselamatan Kapal dalam menjalankan tugasnya.

BAB il
PEUAEAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL
Pasal 3

. (1) Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemerik-

! saan dan pengujian.

- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus

sejak kapal dibangun hingga kapal tidak digunak-
an lagi.

. (3} Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimak-

' sud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal.

(4) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal melalui pimpinan
unit kerjanya.

Pasal 4

(1) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal digolong-
kan kedalam 3 (tiga) kualifikasi, yaitu:

a. Asisten Marine Inspector setingkat dalam ja-
batan fungsional ahli muda;

b. Marine Inspector setingkat dalam jabatan
fungsional ahli madya; dan

c. Senior Marine Inspector setingkat dalam ja-
batan fungsional ahli utama.

(2) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan
dan pengujian serta sertifikasi semua jenis kapal
dengan semua ukuran yang berlayar di semua
daerah pelayaran.

Bagian Pertama
Peran dan Tugas Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal
Pasal 5
i (1) Asisten Marine Inspector sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai peran

dan tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan dan melak-
sanakan kebijakan, standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis,
evaluasi, sertifikasi dan pelaporan di bidang
rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan
stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta
perlengkapan dan peralatan keselamatan ka-
pal juga pencegahan pencemaran dari kapal
dan manajemen keselamatan dan pengoper-
asian kapal bagi kapal berbendera Indonesia
kategori kapal motor dengan ukuran GT <
500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage)
dan tongkang geladak semua ukuran yang
berlayar di semua daerah pelayaran kecuali
kapal penumpang dan kapal fungsi khusus;

b. mengikuti perkembangan peraturan internasi-
onal dan nasional di bidang rancang bangun,
pengukuran konstruksi dan stabilitas kapal,
nautis, teknis dan radio serta perlengkapan
dan peralatan keselamatan kapal juga pence-
gahan pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal kat-
egori kapal motor dengan ukuran GT < 500
(kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan
tongkang geladak semua ukuran yang ber-
layar di semua daerah pelayaran kecuali kapal
penumpang dan kapal fungsi khusus;

c. menyiapkan bahan ratifikasi aturan/konvensi
Internasional, bahan sirkulasi amendemen,
penyamaan pemahaman dan panduan penjela-
san serta hal-hal lain yang yang diperlukan
dalam penerapan aturan nasional kategori ka-
pal motor dengan ukuran GT < 500 ( kurang
dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang
geladak semua ukuran yang berlayar di semua
daerah pelayaran kecuali kapal penumpang
dan kapal fungsi khusus;

d. memastikan pelaksanaan dan pelaporan ter-
kait kegiatan sosialisasi peraturan, bimbingan
teknis dan peningkatan kapasitas di bidang
rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan
stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta
perlengkapan dan peralatan keselamatan ka-
pal juga pencegahan pencemaran dari kapal
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dan manajemen keselamatan dan pengopera-
sian kapal kategori kapal motor dengan uku-
ran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross
Tonnage) dan tongkang geladak semua uku-
ran yang berlayar di semua daerah pelayaran
kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi
khusus kepada Unit Pelaksana Teknis di selu-
ruh Indonesia;

menyiapkan bahan rumusan, evaluasi, dan
revisi terhadap format sertifikat rancang
bangun, pengukuran, konstruksi dan stabili-
tas kapal, nautis, teknis dan radio serta per-
lengkapan dan peralatan keselamatan kapal
juga pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal yang
disesuaikan dengan konvensi internasional
dan peraturan nasional;

melaksanakan pemeriksaan, penilikan, pengu-
jian dan sertifikasi terhadap rancang bangun,
pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal,
nautis, teknis dan radio serta perlengkapan
dan peralatan keselamatan kapal juga pence-
gahan pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal kat-
egori kapal motor dengan ukuran GT < 500
( kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan
tongkang geladak semua ukuran yang ber-
layar di semua daerah pelayaran kecuali kapal
penumpang dan kapal fungsi khusus sesuai
perintah penugasannya;

merumuskan dan menyiapkan surat-surat di-
nas, nota dinas atau maklumat/telegram ses-
uai dengan kewenangannya; dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya
yang diperintahkan oleh atasan/pimpinan baik
lisan maupun tulisan.

{2) Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai peran dan

tugas:

a.

menyiapkan bahan perumusan dan melak-
sanakan kebijakan, standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis,
evaluasi, sertifikasi dan pelaporan di bidang
rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan
stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta
perlengkapan dan peralatan keselamatan ka-

Business Mew

pal juga pencegahan pencemaran dari kapal
dan manajemen keselamatan dan pengoper- ?

asian kapal bagi kapal berbendera Indonesia
yang berlayar di perairan Indonesia maupun

Internasional untuk semua jenis kapal dan

semua ukuran;
mengikuti perkembangan aturan-aturan in-
ternasional dan nasional di bidang rancang

bangun, pengukuran konstruksi dan stabili- |

tas kapal, nautis, teknis dan radio serta per-
lengkapan dan peralatan keselamatan kapal
juga pencegahan pencemaran dari kapal dan
manajemen keselamatan dan pengoperasian
kapal;

menyiapkan bahan ratifikasi aturan/konvensi
Internasional, bahan sirkulasi amendemen,
penyamaan pemahaman dan panduan penjela-
san serta hal-hal lain yang yang diperlukan
dalam penerapan aturan nasional;

memastikan pelaksanaan dan pelaporan ter- |

kait kegiatan sosialisasi peraturan, bimbingan
teknis dan peningkatan kapasitas di bidang
rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan
stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta
perlengkapan dan peralatan keselamatan ka-

pal juga pencegahan pencemaran dari kapal |

dan manajemen keselamatan dan pengopera-
sian kapal kepada Unit Pelaksana Teknis di
seluruh Indonesia; )
menyiapkan bahan rumusan, evaluasi, dan
revisi terhadap format sertifikat rancang
bangun, pengukuran, konstruksi dan stabili-
tas kapal, nautis, teknis dan radio serta per-
lengkapan dan peralatan keselamatan kapal
juga pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal yang
disesuaikan dengan konvensi internasional
dan aturan nasional;

melaksanakan pemeriksaan, penilikan, pengu-
jian dan sertifikasi terhadap rancang bangun,
pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal,
nautis, teknis dan radio serta perlengkapan
dan peralatan keselamatan kapal juga pence-
gahan pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal sesuai
perintah penugasannya;
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g.

merumuskan dan menyiapkan surat-surat di-
nas, nota dinas atau maklumat/telegram ses-
uai dengan kewenangannya; dan
melaksanakan tugas-tugas kedihasan lainnya
yang diperintahkan oleh atasan/pimpinan baik
lisan maupun tulisan.

{3) Senior Marine Inspector sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢, mempunyai peran

dan tugas :

a.

menyusun rumusan pelaksanaan kebijakan,
standar, norma, pedoman, kriteria dan prose-
dur serta bimbingan teknis, evaluasi, sertifi-
kasi dan pelaporan di bidang rancang bangun,
pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal,
nautis, teknis dan radio serta perlengkapan
dan peralatan keselamatan kapal juga pence-
gahan pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal bagi
kapal berbendera Indonesia yang berlayar di
perairan Indonesia maupun Internasional un-
tuk semua jenis kapal dan semua ukuran;
menganalisa dan mempelajari perkembangan
aturan-aturan internasional dan memberikan
masukkan terhadap penerapannya Serta pe-
nyesuaiannya dengan aturan nasional di bi-
dang rancang bangun, pengukuran konstruksi
dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio
serta perlengkapan dan peralatan keselamatan
kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal
dan manajemen keselamatan dan pengopera-
sian kapal;

menyusun rancangan ratifikasi aturan/kon-
vensi Internasional, bahan sirkulasi amende-
men, penyamaan pemahaman dan panduan
penjelasan serta hal-hal lain yang yang diper-
lukan dalam penerapan aturan nasional;
mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelapo-
ran terkait kegiatan sosialisasi peraturan,
bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas
di bidang rancang bangun, pengukuran, kon-
struksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan
radio serta perlengkapan dan peralatan kes-
elamatan kapal juga pencegahan pencemaran
dari kapal dan manajemen keselamatan dan
pengoperasian kapal kepada Unit Pelaksana
Teknis di seluruh Indonesia;

e. menyusun rumusan, evaluasi, dan revisi ter-
hadap format sertifikat rancang bangun, pen-
gukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nau-

tis, teknis dan radio serta perlengkapan dan
peralatan keselamatan kapal juga pencemaran
dari ‘kapal dan manajemen keselamatan dan
pengoperasian kapal yang disesuaikan dengan
konvensi internasional dan aturan nasional;
menyusun rumusan, evaluasi, dan strategi
peningkatan kemampuan Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal agar selalu memiliki kom-
petensi yang handal dan terbaharui terhadap
rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan
stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta
perlengkapan dan peralatan keselamatan ka-
pal juga pencemaran dari kapal dan manaje-
men keselamatan dan pengoperasian kapal;
melaksanakan pemeriksaan, penilikan, pengu-
jin dan sertifikasi terhadap rancang bangun,
pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal,
nautis, teknis dan radio serta perlengkapan
dan peralatan keselamatan kapal juga pence-
gahan pencemaran dari kapal dan manajemen
keselamatan dan pengoperasian kapal sesuai
perintah penugasannya;

merumuskan dan menyiapkan surat-surat di-
nas, nota dinas atau maklumat/telegram ses-
uai dengan kewenangannya; dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya
yang diperintahkan oleh atasan/pimpinan baik
lisan maupun tulisan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal
Pasal 6

(1) Asisten Marine Inspector sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertanggungjaw-

a. memastikan bahwa peraturan nasional mau-

pun internasional yang berlaku terhadap ke-
selamatan dan kelaiklautan kapal berbendera
Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran
GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Ton-
nage) dan tongkang geladak semua ukuran
yang berlayar di semua daerah pelayaran ke-
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cuali kapal penumpang dan kapal fungsi khu-
sus dapat diterapkan dengan baik;

. memastikan pada saat pemeriksaan, penilikan

dan pengujian bahwa kapal berbendera In-
donesia kategori kapal motor dengan ukuran
GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Ton-
nage) dan tongkang geladak semua ukuran
yang berlayar di semua daerah pelayaran ke-
cuali kapal penumpang dan kapal fungsi khu-
sus yang telah diterbitkan sertifikat rancang
bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nau-
tis, teknis dan radio serta perlengkapan dan
peralatan keselamatan kapal juga pencegahan
pencemaran dari kapal dan manajemen kes-
elamatan dan pengoperasian kapal memenuhi
persyaratan keselamatan dan kelaiklautan ka-

pal sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan;

memastikan semua prosedur, standar dan
pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan
sertifikat keselamatan kapal kategori kapal
motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari
lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang ge-
ladak semua ukuran yang berlayar di semua
daerah pelayaran kecuali kapal penumpang
dan kapal fungsi khusus telah sesuai keten-
tuan peraturan perundang-undangan; dan

. melaksanakan pengawasan terhadap pe-

menuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal
berbendera Indonesia kategori kapal motor
dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima
ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak
semua ukuran yang berlayar di semua daerah
pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal
fungsi khusus melalui mekanisme uji petik dan
melaporkan hasil uji petik serta rekomendasi
yang diperlukan.

(2) Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab : i
a. memastikan bahwa aturan nasional mau-
pun internasional yang berlaku terhadap ke-
selamatan dan kelaiklautan kapal berbendera

Indonesia dapat diterapkan dengan baik;

. memastikan pada saat pemeriksaan, penilikan
dan pengujian bahwa kapal berbendera Indo-

nesia yang telah diterbitkan sertifikat rancang
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bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nau-
tis, teknis dan radio serta perlengkapan dan
peralatan keselamatan kapal juga pencegahan
pencemaran dari kapal dan manajemen kes-
elamatan dan pengoperasian kapal memenuhi
persyaratan keselamatan dan kelaiklautan ka-
pal sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan;

memastikan semua prosedur, standar, dan
pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan |
sertifikat keselamatan kapal telah sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undan- E
gan; dan

. melaksanakan pengawasan terhadap pe-

menuhan dan pemeliharaan kelaiklautan ka- |
pal berbendera Indonesia melalui mekanisme |
uji petik dan melaporkan hasil uji petik serta
rekomendasi yang diperlukan.

{3) Senior Marine Inspector sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertanggung jaw-

a. memastikan dan mengevaluasi kesesuaian |

peraturan nasional maupun internasional yang |
berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklau-
tan kapal bagi kapal-kapal berbendera Indone-
sia yang berlayar di perairan Indonesia mau- |
pun perairan Internasional;

. memastikan dan mengevaluasi bahwa kapal

berbendera Indonesia yang telah diterbitkan
sertifikat rancang bangun, konstruksi dan |
stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta |
perlengkapan dan peralatan keselamatan ka- |
pal juga penpegahan pencemaran dari kapal
dan manajemen keselamatan dan pengop- |
erasian kapal memenuhi persyaratan kese-
lamatan dan kelaiklautan kapal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memastikan dan mengevaluasi semua prose-
dur, standar dan pedoman dalam pemeriksaan
dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal
telah berjalan sesuai dengan ketentuan per- |
aturan perundang-undangan; dan

. menyusun rencana dan melaksanakan penga-

wasan terhadap pemenuhan dan pemelihara- |
an kelaiklautan kapal-kapal berbendera Indo-
nesia melalui mekanisme uji petik.
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Bagian Ketiga
Kewajiban Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
Pasal 7.

| Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dalam

melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban:

a. mematuhi Kode Etik Pejabat Pemeriksa Kese-

' lamatan Kapal dan Pedoman Pelaksanaan Pemer-
iksaan;

b. memberikan laporan asli hasil suatu pemeriksaan
keselamatan kapal dan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) pada kesempatan pertama kepada Direktur
Jenderal;

c. memastikan bahwa Nakhoda atau pemilik kapal/

operator kapal atau penanggung jawab kapal me-
mahami hasil pemeriksaan terkait rekomendasi;

d. melakukan pengawasan dalam pemenuhan reko-
mendasi yang telah dibuat hingga selesai pe-
menuhannya dan melaporkan pemenuhan terse-
but pada kesempatan pertama kepada Direktur
Jenderal melalui pimpinan pada unit kerjanya;

e. menggunakan perlengkapan kerja Pejabat Pemer-
iksa Keselamatan Kapal dalam setiap pelaksanaan
tugas pemeriksaan dilapangan dan menggunakan
pakaian dinas perhubungan pada saat melakukan
tugas dikantor; dan

f. mengenakan kartu identitas Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal mendampingi kartu identitas
pegawai negéri Kementerian Perhubungan setiap
saat.

Bagian keempat
Persyaratan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
Pasal 8
(1) Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa

Keselamatan Kapal harus memenuhi sekurang-

kurangnya sebagai berikut : ]

a. memiliki kualifikasi teknis dari Institusi Pen-
didikan bidang nautika atau teknika dengan
pengalaman berlayar sebagaimana sertifikat
kepelautan yang dimiliki sebagai perwira ka-
pal atau yang memiliki sertifikat dalam ke-
mampuan manajemen dan yang menguasai
bidang keteknisannya tentang kapal dan pen-
goperasian kapal sejak mendapatkan sertifikat
kompetensinya; atau

b. Sarjana Teknik Perkapalan atau setara dari in-

(2)

(3)

(4)

(1)

stitusi bidang teknis yang diakui oleh Pemer-

intah.
Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, harus memiliki pengalaman mini-
mal 3 (tiga)} tahun bekerja diatas kapal sebagai
perwira dek atau mesin senior (manajerial level).
Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, harus memiliki pengalaman ker-
ja ditempat kerja yang sesuai dengan kapasitas
kompetensinya selama minimal 3 (tiga) tahun.
Selain persyaratan sebagamana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2} dan ayat (3) harus memiliki
pengetahuan praktis dan teoritis tentang kapal,
pengoperasian kapal dan instrumen peraturan
perundang-undangan nasional dan internasional
tentang perkapalan.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEJABAT
PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL
Pasal 9

Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, harus me-

menuhi persyaratan meliputi:

a. mendapatkan usulan dari kepala kantor ditem-
pat calon.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Ka-
pal bertugas;

b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
dengan surat keterangan sehat oleh dokter
dan/atau rumah sakit Pemerintah yang ditun-
juk;

c. surat keterangan dokter tidak buta warna;

d. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Neg-
ara pada Direktorat Jenderal dengan masa
kerja minimal 2 (dua) tahun;

e. berijazah minimal ANT II/ATT Il atau S1 teknis
(Perkapalan atau yang sederajat) dengan pen-
galaman kerja minimal selama 3 (tiga) tahun;

f. memiliki kepangkatan minimal Penata Muda
(lll/a) pada saat pengusulan; dan

g. mampu berbahasa Inggris aktif atau memiliki
nilai TOEFL paling sedikit 450 (empat' ratus
lima puluh) atau penilaian lain yang setara dan
dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku ti-
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

dak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal

terbit dihitung hingga saat pengusulan.
Berkas dan dokumen persyaratan untuk mengi-
kuti pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal sebagaimana sebagaimana maksud pada
ayat (1), harus diperiksa dan mendapatkan per-
setujuan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelau-
tan.
Data base/file pemenuhan persyaratan untuk se-
tiap personel Pejabat Pemeriksa Keselamatan Ka-
pal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) harus dimiliki Direktorat Jenderal
dan dapat diakses sewaktu-waktu sebagai bagian
dari obyek pelaksanaan audit.

Pasal 10
Pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Ke-
selamatan Kapal sebagaimanan dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia Kementerian Per-
hubungan. :
Kurikulum silabus sebagai dasar pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Ke-
selamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia F’erhubungan dengah per-
setujuan Direktorat Jenderal dan dievaluasi se-
cara berkala serta dapat direvisi sesuai dengan
perubahan peraturan di bidang maritim setiap
tahunnya.
Kurikulum silabus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus dapat diakses sewaktu-waktu se-
bagai bagian dari obyek pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan audit.

BAB V

PENGANGKATAN, PENGUKUHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11
Setiap Pejabat Pemerintah yang telah mengi-

kuti serta lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal, diberikan sertifikat
dan diangkat oleh Menteri sebagai Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal dengan kualifikasi Asisten Marine
Ingpector.

Pasal 12

ENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINT.

Untuk dapaf dikukuhkan sebagai Marine In-
spector,. harus memenuhi persyaratan sebagai beri- '
kut:

a. lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal dan telah membantu pelaksa-
naan tugas Marine Inspector dalam pemeriksaan |
kapal sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kapal
dan paling cepat setelah 1 (satu) tahun sejak pen-
gangkatan; ' '

b. memiliki kepangkatan minimal Penata Muda Tk. |

"~ (l/b);

c. mendapatkan penilaian yang baik dalam mem-
bantu tugas Marine Inspector khususnya dalam
pemeriksaan kapal dari Kepala Kantor/Unit Pelak-
sana Teknis dimana Asisten Marine Inspector
tersebut bekerja;

d. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
harus terdokumentasi dengan baik; dan !

e. salinan penilaian sebagaimana dimaksud datlam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ harus dilampirkan
dalam pengusulan pengukuhan yang dikirim Ke-
pala Kantor/Unit Pelaksana Teknis dimana Asisten
Marine Inspector tersebut bertugas.

Pasal 13

(1) Setiap Asisten Marine Inspector yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, dapat mengikuti pengukuhan untuk menjadi
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan
kualifikasi Marine Inspector. ‘

(2) Asisten Marine Inspector yang telah dikukuhkan
menjadi Marine Inspector mendapatkan kartu
identitas dan nomor Marine Inspector (MI) yang

« dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Asisten Marine Inspector yang telah memenuhi
persyaratan pengukuhan namun belum mendapat-
kan kesempatan untuk dikukuhkan, tetap dapat
melaksanakan pemeriksaan dan pengujian den-
gan pengawasan Marine Inspector hingga diku-
kuhkan.

Pasal 14
(1) Untuk menjamin bahwa Pejabat Pemeriksa Ke-
selamatan Kapal selalu mendapatkan informasi
dan pengetahuan terkini terhadap peraturan na-
sional dan internasional, Marine Inspector harus




(@

(1)

(2)

(1

(2)

(3)

mengikuti revalidasi yang dilaksanakan Direktur
Jenderal.

Revalidasi untuk pertama kali, dapat diberikan
setelah Marine Inspector melaksanakan pemer-
iksaan kapal sebanyak 72 (tujuh puluh dua) ka-
pal dengan variasi jenis kapal yang disetujui dan

paling cepat setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal !

pengukuhannya.

Pasal 15
Untuk dapat mengikuti revalidasi, seorang Marine
Inspector harus:
a. aktif melaksanakan tugas pemeriksaan kapal
dan tepat waktu dalam memberikan laporan
pemeriksaannya;
memiliki ijazah minimal Strata-2;
memiliki kepangkatan minimal Penata (lll/c);

e

tidak memiliki laporan dan catatan buruk
dalam melaksanakan tugasnya; dan
e. aktif dalam mengikuti kegiatan peningkatan

kemampuan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Marine Inspector harus diusulkan oleh
Kepala Kantor/Kepala Unit Pelaksana Teknis tem-
pat Marine Inspector bekerja, minimal 1 (satul)
bulan sebelum berakhirnya masa berlaku keang-
gotaan sebagaimana tercantum pada kartu iden-
titas Marine Inspector.

Pasal 16
Marine Inspector yang telah mengikuti revalidasi
namun tidak lulus ujian revalidasi akan tetap diku-
kuhkan sebagai Marine Inspector.
Marine Inspector sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diusulkan untuk mengikuti keg-
jatan revalidasi kembali setelah memenuhi per-
syaratan sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.
Marine Inspector yang sudah diusulkan untuk
mengikuti revalidasi namun belum mendapatkan
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tetap melaksanakan tugas dengan kualifikasi se-
bagai Marine Inspector hingga mendapatkan kes-
empatan pemanggilan untuk mengikuti revalidasi
berikutnya.

Pasal 17

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Marine Inspector yang telah lulus revalidasi di-
angkat menjadi Senior Marine Inspector.

Senior Marine Inspector sebagaimana dimaksud
pacla ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18
Untuk meningkatkan kemampuan dan mem-
perbaharui pengetahuari serta keahlian, Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal harus aktif mengi-
kuti program peningkatan keahlian sesuai kebutu-
han Direktorat Jenderal melalui antara lain:
a. pendidikan formal tambahan;
b. kursus dan pelatihan khusus;
¢. lokakarya (workshop), bimbingan teknis dan
sosialisasi pératuran di bidang perkapalan;
dan
d. kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jen-
deral maupun Instansi lainnya sesuai perintah
tugas yang diberikan.

Pendidikan formal tambahan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pendi-
dikan kesarjanaan yang dilaksanakan pada uni-
versitas, institusi, akademi, atau sekolah tinggi
didalam ataupun diluar negeri yang diakui oleh
Pemerintah.

Kursus dan pelatihan khusus sebagaimana dimak- '

sud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kursus

peningkatan profisiensi di bidang tertentu seperti:

a. pengoperasian peralatan keselamatan kapal;

b. pengoperasian peralatan navigasi-kapal;

c. pengoperasian peralatan radio kapal terma-
suk Global Maritime Distress Safety System
(GMDSS);

d. pengoperasian peralatan permesinan kapal
termasuk teknis peneegahan pencemaran dan
kapal;

e. perhitungan konstruksi, bangunan dan sta- |
bilitas kapal pada kondisi kapal yang berbeda- |

beda;

f. teknis pemuatan kapal termasuk untuk mua-
tan khusus dan muatan berbahaya dan pengi-
katannya;

g. teknis penanganan muatan khusus clan ber-
bahaya selama dipelabuhan;

h. manajemen krisis, manajemen kerumunan

(crowd management), dan manajemen ke-
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adaan darurat; dan o

i. penanganan pengawakan kapal yang dilaksar-
takan pada institusi, dan lembaga pendidikan
didalam ataupun luar negeri.

(4) Lokakarya (workshop) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, berupa bimbingan teknis
dan sosialisasi peraturan di bidang Maritim yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, instansi
pendidikan dalam lingkup |13adan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, lembaga
Pemerintah maupun swasta nasional atau lemba-
ga international di bidang Maritim dalam program
kerja sama Internasional.

(6) Klegiatan yang.diadakan oleh Direktorat Jenderal
maupun Instansi lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan
sewaktu-waktu.

(6) Laporan mengikuti kegiatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Di-
rektur Jenderal cq. Direktur Perkapalan dan Kepe-
lautan dan Bagian Kepegawaian melalui pimpinan
pada unit kerjanya.

(7) Data base/file Pejabat Pemeriksa KeselLamatan
Kapal yang telah mengikuti kegiatan peningkatan
keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hams dimiliki oleh Direktorat Perkapalan dan Ke-
pelautan dan dapat diakses sewaktu-waktu seb-
agai bagian dan obyek pelaksanaan audit.

_ Pasal 19
(1) Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus
mendapat pelatihan terdokumentasi untuk me-
ningkatkan pengetahuannya, sesuai tugas yang
dibenikan, mencakup:

a. pengetahuan tentang peraturan perundang-
undangan baik internasional maupun nasional
tentang kapal, perusahaan pelayaran, penga-
wakan, muatan dan pengoperasiannya;

b. pengetahuan tentang prosedur yang hams
diterapkan dalam fungsi survei dan peme-
niksaan, sertifikasi, kontrol pengendalian, in-
vestigasi dan pdngawasan;

c. pemahaman tentang tujuan dan sasaran yang
diinginkan dan instrumen internasional dan
nasional yang berhubungan dengan kese-
lamatan maritim dan penlindungan lingkungan

laut, dan program yang terkait;
d. pemahaman tentang proses baik di atas ka-

pal atau didarat, balk secara internal maupun |

eksternal;

e. kemampuan kompetensi secara profesional
vang dipenlukan untuk melakukan tugas-tu-
gas yang dibenikan segara efektif dan efisien;

f. kesadaran penuh akan keselamatan dalam |

segala situasi, termasuk untuk keselamatan
sendiri; dan

g. pelatihan atau pengalaman untuk tugas tugas
yang bervaniasi untuk menjalankan tugas dan
disarankan juga untuk fungsi yang akan di-
lakukan. ,

{2) Direktur Jenderal akan mengeluarkan dokumen
identifikasi untuk Pejabat Pemeniksa Keselamatan
Kapal dalam menjalankan tugasnya.

BAB VI ;
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN DEWAN .
KEHORMATAN PEJABAT PEMERIKSA
KESELAMATAN KAPAL
Pasal 20
Untuk memastikan profesionalisme dalam
Pejabat Kes-

menjalankan tugasnya, Pemeriksa

elamatan Kapal dilengkapi dengan kode etik prinsip |
dasar dan norma dasar yang wajib dipegang teguh |

dan, dilaksanakan selama menjadi Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal dan khususnya selama menjalank-
an tugas dalam Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal.

Pasal 21
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus
menegakan dan memajukan integnitas, kehormatan
dan martabat profesi dengan:

a. menggunakan pengetahuan dan keterampilannya
untuk peningkatan' kelaiklautan kapal;

b. bersikap jujur dan tidak memihak serta melayani
dengan ketaatan terhadap aturan kelaiklautan ka-
pal; dan

c. berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme Pejabat Pemeniksa Keselamatan
kapal.

Pasal 22
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal mem-
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punyai kode etik:

a.

menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan diri
dalam melaksanakan tugasnya;

melaksanakan tugas secara profesional di bidang
yang sesuai dengan kompetensinya;

tidak mengeluarkan pernyataan publik tanpa izin
pimpinan; :
bertindak secara profesional dan menghindari
konflik kepentingan;

mampu membangun reputasi baik sebagai pe-
jabat pemeriksa keselamatan kapal atas nama
pribadi maupun atas nama unit pelaksana teknis
Direktorat Jenderal;

melakukan tindakan untuk menjaga kehormatan,
integritas dan martabat profesinya;

tidak melakukan tindakan kompromi terhadap ke-
selamatan jiwa dan harta benda atau kerusakan
lingkungan atau yang mengarah kepada penu-

. runan standar teknis kelaiklautan kapal;

(1)

(2)

terus menenus mengembangkan profesionalisme
sepanjang kariernya dan memberikan kesempatan
untuk mengembangkan profesionalisme tersebut
dibawah pengawasannya sendiri; dan

tidak melakukan tindakan yang'mengarah'kan ke-
pada penurunan reputasi atau yang merugikan
citra Direktorat Jenderal.

Pasal 23

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

yang

melaksanakan tugasnya dengan baik dapat di-

berikan penghargaan berupa:

a. sertifikat penghargaan sebagai “Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kiner-
ja terbaik” yang diterbitkan oleh kepala unit
pelaksana teknis Pejabat Pemeriksa Kese-
lamatan Kapal sesuai tempat bertugas;

b. sertifikat penghargaan sebagai “Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kinerja
terbaik tingkat nasional”;

c. usulan untuk mendapatkan kesempatan bea-
siswa peningkatan keahlian; dan

d. usulan untuk mendapatkan kesempatan ke-
naikan pangkat istimewa.

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf (b) diberikan oleh Menteri atas usulan Di-

rektur Jenderal.

(1

(2)

(3)

Pasal 24
Dewan Kehormatan Pejabat Pemeriksa Kes-
elamatan Kapal beranggotakan selunuh pejabat
eselon lll pada Dinektorat Perkapalan dan Kepe-
lautan.
Dewan Kehonmatan Pejabat Pemeriksa Kese-
lamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) diketuai oleh Direktur Penkapalan dan Kepe-

lautan.

Direktur Jenderal sebagai Pembina Dewan Kehor- |

matan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Pasal 25
Anggota Dewan Kehormatan Pejabat Pemer-

iksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal dapat diangkat menjadi
Senior Marine Inspector.

Pasal 26
Dewan Kehormatan Pejabat Pemeriksa Kes-

elamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24,

a.

mempunyai kewenangan:

melakukan evaluasi kinenja Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal;

melakukan evaluasi secara umum terhadap pelak-
sanaan kegiatan Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal dalam penerapan peraturan maupun ham-
batannya; dan

memberikan penghargaan dan sanksi kepada Pe-
jabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

BAB VII
PERLENGKAPAN PEJABAT PEMERIKSA
KESELAMATAN KAPAL
Pasal 27
Dalam menjalankan tugas pemeriksaan di atas

kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sesuai
kebutuhannya wajib menggunakan:

a.

perlengkapan pelindung kepala berupa Helm Ke-
selamatan (Safety Helmet) kerja sesuai standar

‘nasional Indonesia (SNI) dengan rekomendasi

wanna putih;
menggunakan rompi kerja (work vest);
menggunakan rompi keselamatan (life vest);
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(1)

(2)

(3)

(4)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERIN

alat pendeteksi gas berbahaya (multi gas detec-
tor) sesuai standar nasional Indonesia;

alat bantu penenangan berupa senter sesuai stan-
dar nasional Indonesia yang terbuat dari bahan
yang aman terhadap gas-gas yang mudah mele-
dak (explosive proof);

alat komunikasi radio jinjing yang tidak menye-
babkan ledakan;

alat perekam berupa audio atau video recorder,
atau kamera yang tidak menyebabkan ledakan;
menggunakan perlengkapan pelindung kaki beru-
pa sepatu keselamatan (safety shoes) kerja ses-
uai persyaratan;

perlengkapan pelindung berupa sa-
rung tangan keselamatan (safety gloves) yang
disesuaikan dengan kebutuhan;

tangan

menggunakan

berupa kaca mata keselamatan (safety goggles) ‘

sesuai persyaratan;

menggunakan perlengkapan pelindung telinga
berupa sumbat telinga (ear plugs) sesuai per-
syaratan;

pakaian kerja lapangan;

Pakaian dinas harian.

Pasal 28
Helm Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 hunuf a, dilengkapi Logo MI di
depan dahi kepala helm dan tulisan “PPKK” di se-
belah kanan dan nama pejabat disebelah kiri.
Rompi Kerja (Working Vest) sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 hunuf b, dengan warna dasar
hijau muda, dilengkapi retro reflector tape den-
gan tulisan “PPKK” pada bagian punggung, serta
dilengkapi logo Pejabat Pemeniksa Keselamatan
Kapal pada bagian dada kanan.
Rompi Keselamatan (Life Vest) sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 27 huruf ¢, rekomendasi
warna orange dan dilengkapi dengan tulisan
“PPKK” pada bagian punggung atau pada tempat
yang memungkinkan.
Alat komunikasi radio jinjing sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 hunuf f, menggunakan “Ma-

rine Channel” untuk komunikasi kerja atau da- °

runat (emergency) saat melakukan pemeriksaan
diruangan.

perlengkapan pelindung mata

(1)

(2)

(3)

Pasal 29
Pakaian kerja standar Pejabat Pemeriksa Kes-
elamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf 1, berbahan dasar kain berwarna

putih atau jeans berwarna putih yang terpisah |

antara bagian atas dengan celana beratribut leng-

kap.

Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-

diri dari:

a. tanda unit onganisasi pusat Kementerian Per-
hubungan;

b. bagde logo Perhubungan;

c. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak dising-
kat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit
kerja; '

d. tanda pengenal pegawai (ID Card).

Bentuk dan warna kelengkapan pakaian kerja La-

pangan menggunakan Contoh 1 pada Lampiran

yang menupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini. i

Pasal 30
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang

melaksanakan pemeriksaan keselamatan kapal wa-

jib menggunakan dan menunjukkan identitas yang

jelas berupa tanda pengenal Pejabat Pemeriksa Kes-

elamatan Kapal dan tanda pengenal pegawai Kement-

erian Perhubungan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 31
Tanda pengenal Pejabat Pemeriksa Keselamatan

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 |

dilengkapi nomor, nama, masa berlaku untuk 3
(tiga) tahun dan foto-din tenbanu.

Tanda pengenal P;ajabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di-
tandatangani oleh Direktur Jenderal.

Bentuk tanda pengenal Pejabat Pemeriksa Kes-
elamatan Kapal menggunakan Contoh 2 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32
Lencana Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
dipakai di dada sebelah kanan.
Bentuk Lencana Pejabat Pemeniksa Keselamatan

Huginess Myws 892371 1-15-2058




Kapal menggunakan Contoh 3 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 33
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang
melanggar ketentuan kepegawaian dikenakan sanksi
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 34
Selain dan sanksi kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, Pejabat Pemeriksa Kese-
lamatan Kapal yang melanggar ketentuan dalam Pasal
20 dan Pasal 27, diberikan sanksi administratif beru-
pa:
a. peringatan tertulis;
pembekuan sertifikat; atau
pencabutan ‘sertifikat.

Pasal 35
{1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a
diberikan oleh Kepala AUnit Pelaksana Teknis ses-
uai tempat Pejabat Pemeniksa Keselamatan Ka-
pal bertugas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tembusan Direktur Jenderal.
(2) Sanksi administnatif berupa pembekuan sentifi-
kat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf
b diberikan Direktur Jenderal untuk periode wak-
tu tertentu berdasarkan laporan dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis sesuai tempat Pejabat Pemerik-
sa Keselamatan Kapal bertugas setelah dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
{3) Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e
diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan ma-
sukkan Direktur Jenderal apabila pejabat pemer-
iksa keselamatan kapal tidak melaksanakan
melaksanakan kewajiban setelah pembekuan
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Padal 36
(1} Pejabat pemeriintah yang telah mengikuti dan lu-

lus pendidikan, Marine Inspector A, masuk ke-
dalam kualifikasi sebagai Marine Inspector.

Pejabat pemerintah yang telah mengikuti dan
lulus pendidikan Marine Inspector B, masuk ke-
dalam kualifikasi sebagai Asisten Marine Inspec-

(2)

tor.

‘Pasal 37
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan
pengawasan teknis terhadap Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. '

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengur{dangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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